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MOTTO 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 

padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 

Surat Ali Imron 139 : Jangan Bersikap Lemah! 
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ABSTRAK 

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS 2A PALEMBANG 

 

Oleh : 

MUHAMMAD HUSIN HAEKAL 

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang  

dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,  

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,  

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.  

(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, 1995: Pasal 1 ayat 2). Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lapas 

kelas 2A Palembang dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan narapidana 

wanita di lapas kelas 2A Palembang. Berdasarkan data dan uraianPelaksanaan 

pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palembang 

sudah bisa dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan. Hal tersebut 

sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat (1) yaitu 

pembinaan dan pembimbing an warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan 

oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas. Selanjutnya dalam Pasal 8 

ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di 

bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan 

pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam 

melaksanakan proses pembinaan narapidana ada faktor- faktor yang 

mempengaruhi, baik itu faktor pendukung maupun penghambat. Faktor yang 

mendukung upaya LAPAS dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana 

adalah jumlah narapidana yang tidak melebihi daya tampugn LAPAS, situasi 

LAPAS yang kondusif dan pembinaan secara bottom up approach. 

 

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana Wanita, Lapas Wanita, Lapas Kelas 

2A Palembang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana termasuk narapidana 

wanita yang melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan 

yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang 

dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya 

menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, 

kehilangan control diri,  kehilangan model, dan kehilangan dukungan. 

Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan 

bergerak. Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan 

kehidupan yang sebelumnya antara lain  kehilangan hubungan dengan 

lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, 

kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan 

kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan 

gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik. Secara fisik maupun 

psikologis. 
1
 

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila 

yang  dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan 

agar menyadari kesalahan,  memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

                                                           
1
 Sujatno Adi, Sistem Permasyarakatan Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2004,hal.12. 
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pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat aktif berperan dalam pembangunan,  dan dapat hidup secara wajar 

sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.  (Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995, 1995: Pasal 1 ayat 2)   

Ketentuan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan 

pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak 

mengulangi kesalahannya sehingga dapat kembali kepada masyarakat. 

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Wanita, harus 

dibedakan dengan pembinaan terhadap Narapidana Pria karena wanita 

mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, 

halinidiaturdalamPasal 12 ayat 1 dan 2  Undang-undangNomor 12 Tahun 

1995: Ayat 1: Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar; 

a) Umur,  

b) Jenis kelamin, 

c) Lama Pidana yang dijatuhkan;  

d) Jenis Kejahatan,  

e) Kriteria lainnya sesuaidengan kebutuhan atau perkembangan.  

 

Pembinaan Narapidana Wanita dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Wanita.  Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan,  ternyata masalah narapidana wanita tidak disebutkan 

pengaturannya. Karena yang  disebutkan hanya narapidana, tidak 

dibedakan antara narapidana laki-laki maupun narapidana wanita, ini 
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berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu 

mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan narapidana 

wanita tidak bias diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik maupun 

psikologis antara laki-laki dan wanita. 

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu 

tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana 

pengayoman masyarakat serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar 

tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, diperlukan 

pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksanaan peraturan 

Perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak 

hukum yang terkait  langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun 

penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya 

Lembaga Permasyarakatan. Konsepsi Permasyarakatan bukan semata-

mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu pembinaan, 

suatu metodologi dalam bidang “Treatment of Offenders”.  

Sistem permasyarakatan bersifat multirateral oriented, dengan 

pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensu yang ada pada 

pelanggar hukum (narapidana).
2
 Permasyarakatan sebagai tujuan pidana 

diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 

penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum 

dengan masyarakat serta lingkungannya.
3
 

Fungsi Lembaga Permasyarakatan yang di pakai sistem permasyarakat 

sebagai metode dan permasyarakatan sebagai proses, terjadi perubahan 

                                                           
2
Sujatno Adi, Sistem Permasyarakatan Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2004,hal.12. 

3
Hidayat Farhan, Permasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat, 

Balai Pustaka,2005,hal.10. 
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fungsi Lembaga Permasyarakatan yang tadinya sebagai tempat 

pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Tujuan pembinaan 

selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi 

pekerti) para narapidana. 

Permasyarakatan juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari 

kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan 

penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam pancasila, sehingga dengan demikian sistem 

permasyarakatan di Indonesia lebih didasarkan pada aspek pembinaan 

narapidana, anak didik permasyarakatan. 

Terdapat sepuluh prinsip pokok dalam permasyarakatan menurut 

Departemen Kehukuman tahun 1990, yaitu: 

1. mengayomi dan memberikan bekal hidup kepada narapidana agar 

dapat menjalani perannya sebagai masyarakat yang baik dan berguna. 

2. Pernjatuhkan hukuman pidana bukan berarti tindakan balas dendam 

oleh Negara. 

3. Memberikan pembimbingan bukan penyiksaan kepada narapidana agar 

mereka insyaf dengan memberikan norma-norma hidup, kehidupan 

dan menyertakan narapidana dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk 

menumbuhkan rasa kehidupan sosial. 

4. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau 

lebih jahat dari sebelum mereka dijatuhi hukuman pidana. 
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5. Narapidana tidak boleh di asingkan selama mereka kehilangan 

kemerdekaanya. Sehingga kunjungan pemsyarakatan tetap 

dipertahankan. 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapida tidak boleh sebagai pengisi 

waktu luang dan tidak boleh diberi pekerjaan untuk memperoleh 

keuntungan jabatan atau kepentingan Negara. 

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus berdasarkan pancasila. 

8. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilangnya kemerdekaan. 

9. Disediakan dan pupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungdi 

rehabilitasi yang dapat mendukung fungsi rehabilitasiyang dapat 

mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan eduksai, dalam sistem 

permsyarakatan. 

10. Yang manjadin hambatan untuk melaksanakan sistem permasyarakatan 

ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, 

maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.
4
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dengan secara 

singkat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita? 

2. Apa Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana 

Wanita? 

                                                           
4
Jurnal Administrasi Publik, Sarwono Sarlito Wirawan Desember, Volume 2 Nomor 3, 2016. 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian Pembinaan 

Narapidana Wanita 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan narapidana 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai 

pengabdian pada Almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa : 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Konsep merupkan salah satu unsur kontrit dari teori. 

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini 

dengan jalan memberikan dari peraturan perundang-undangan. Definisi 

operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna 

variabel sehingga data diambil akan lebih terfokus.
5
 

                                                           
5
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan 

Skripsi,2005, hal.5.  
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Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan antara lain. 

1. Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang 

dilaksanakan oleh seseorang yang menempati ataumemangku suatu 

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan 

kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan 

baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan 

sesuai dengan keinginan dari lingkungnya. Peran secara umum adalah 

kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.
6
 

2. Lembaga Pemasyarakatan wanita adalah tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di indonesia, tempat tersebut 

disebut dengan istilah penjara.
7
 

Sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang 

permasyarakatan pasal 12 ayat 2 diatur “pembinaan narapidana wanita 

di lembaga permasyarakatan (LAPAS) dilaksanakan di Lembaga 

Permasyarakatan Wanita.  Hal tersebut menjadi entry point bahwa 

perlindungan hukum terhadap narapidana wanita haruslah khusus.
8
 

3. Pembinaan narapidana wanita adalah suatu kegiatan yang berupa untuk 

menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, 

                                                           
6
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hal.242.  

7
https://id.wikipedia.org/w/inde.php?title=Lembaga_Permasyarakatan/oldid=13374791 

8
Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta,Djambatan,2006, hal.22. 

https://id.wikipedia.org/w/inde.php?title=Lembaga_Permasyarakatan/oldid=13374791
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dengan pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui 

penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.
9
 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita 

dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap 

narapidana wanita, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan) bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil 

penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah 

ilmiah) dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, kamus Bahasa Belanda, Kamus hukum, ensiklopedia, data 

statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

                                                           
9
Sarwono Sarlito Wirawan,Pengantar Psikologi Sosial, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hal.35. 
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4. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan 

secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, keragka konseptual, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas pengertian lembaga 

pemasyarakatan wanita, faktor penghambat pembinaan 

narapidana wanita, dasar hukum lembaga pemasyarakatan 

wanita 

 BAB III : Pembahasan 

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan 

terhadap narapidana wanita dan faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita 

 BAB IV : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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